
 
 
 
 
 
 

WALIKOTA PASURUAN 
PROVINSI JAWA TIMUR 

 
 

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN 
NOMOR 51 TAHUN 2021 

 
TENTANG 

 
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA 

PASURUAN NOMOR 12 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK 
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN 

NOMOR 14 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI 
PELAYANAN TEMPAT KHUSUS PARKIR 

 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALIKOTA PASURUAN, 
  
Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kota 

Pasuruan Nomor 09 Tahun 2011 tentang 
Retribusi Pelayanan Pasar, perlu menyesuaikan 
ketentuan mengenai tempat khusus parkir;  

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan 
Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 12 
Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan 
Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 14 
Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Tempat 
Khusus Parkir; 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam 

Lingkungan  Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah 
dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia 
tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 551); 

 

 

2.  Undang-Undang … 
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2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang 
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 132; Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4444); 

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang 
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5025); 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya 
Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3241); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 
tentang Prasarana Lalu Lintas Jalan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3529); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 92, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6322); 

9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 65 
Tahun 1993 tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan 
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 

 

 

10. Keputusan ... 
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10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 66 
Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Untuk 
Umum; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 
Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota 
Pasuruan Tahun 2007 Nomor 01) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota 
Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pasuruan 
Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 08); 

13. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 14 
Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Tempat 
Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kota Pasuruan 
Tahun 2010 Nomor 14); 

14. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 12 Tahun 
2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan 
Daerah Kota Pasuruan Nomor 14 Tahun 2010 
tentang Retribusi Pelayanan Tempat Khusus 
Parkir (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2014 
Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 34 Tahun 
2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota 
Pasuruan Nomor 12 Tahun 2014 tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota 
Pasuruan Nomor 14 Tahun 2010 tentang 
Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir (Berita 
Daerah Kota Pasuruan Tahun 2017 Nomor 34); 

 
 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN 

KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PASURUAN 
NOMOR 12 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK 
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA 
PASURUAN NOMOR 14 TAHUN 2010 TENTANG 
RETRIBUSI PELAYANAN TEMPAT KHUSUS PARKIR. 

 
 
 
 
 

Pasal I … 
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Pasal I 
 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota 
Pasuruan Nomor 12 Tahun 2014 tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 
14 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Tempat 
Khusus Parkir (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 
2014 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 34 Tahun 2017 
tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pasuruan 
Nomor 12 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan 
Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 14 Tahun 
2010 tentang Retribusi Pelayanan Tempat Khusus 

Parkir (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2017 
Nomor 34), diubah sebagai berikut: 
 
Ketentuan huruf c ayat (1) Pasal 3 diubah, sehingga 
berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 3 

 
(1) Retribusi tempat parkir khusus dikenakan pada 

tempat pelayanan khusus sebagai berikut: 

a. parkir di RSUD dr. R. Soedarsono; 

b. parkir di gedung Olahraga dan Stadion Untung 
Suropati; dan 

c. parkir di Pasar. 

(2) Pemungutan retribusi pada tempat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh 
Perangkat Daerah Pelaksana atau Perangkat 
Daerah yang bertanggung jawab pada aset 
dimaksud. 

(3) Pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga. 

(4) Pelaksanaan pemungutan retribusi oleh pihak 
ketiga dituangkan dalam perjanjian kerjasama 
dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

 
 

Pasal  II 
 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal  
diundangkan.  
  
 
 
 
 

Agar … 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.  

 
 

Ditetapkan di Pasuruan 
pada tanggal 15 Oktober 2021 
  

WALIKOTA PASURUAN, 
 

Ttd. 
 
 

SAIFULLAH YUSUF 
 
 
 
Diundangkan di Pasuruan 
pada tanggal 15 Oktober 2021 

 
SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN, 

 
Ttd. 

 
 

RUDIYANTO 
 

 

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2021 NOMOR 51 

 

 


